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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02
TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN DI PERUSAHAAN RITEL
(STUDI KASUS POLSEK ILIR BARAT I)

Bernika Resvia
502019074

Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana
pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota palembang Faktor
penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di
Kepolisian Sektor Ilir Barat | kota Palembang Jenis penelitian yang di gunakan
dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun jenis data
yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data skunder. Data premier
yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini
Polsek Ilir Barat | Palembang.Bahan skunder yaitu data hasil penelitian
kepustakaan (Library Research).Implementasi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang
ada di Ritel kota Palembang. Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012
telah diterapkan oleh kepolisian kota besar Palembang khusunya diwilayah
keplosian sektor ilir barat I, terutama terhadap pelaku pencurian yang dilaukan di
ritel, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP,
namun demikian peraturan Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan
kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat
perlindungan dan membuat pelaku tidak jerah dengan sanksi tersebut, hal tersebut
membuat pemilik Perusaan sangat di rugikan dengan pelaku yang sering
melakukan Pencurian namun baru tertangkap tangan sehingga meski dari
pengembangan pihak korban tidan kepolisian tidak bisa melakukan penegakan
hukum yang sesuai .Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat | kota Palembang :

Dalam menerapkan peraturan mahkamah agung nomor 02 tahu 2012 di lapangan
banyak terdapat kendala antara lain Belum semua apparat penegak hukum
memahami tentang implementasi dari peraturan mahkamah agung tersebut,
sehingga penegak hukum masih melaukan proses seperti tindak pidana biasa
Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kepolisian
republik Indonesia dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) dalam menerapkannya
sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda Pihak yang dirugikan
berkeberatan terhadap peraturan mahkamah agung tersebut, karena tidak akan
menimbulka afek jera kepada pelaku pencurian di Ritel atau pasar swalayan.

Kata Kunci : Perma No. 02 Tahun 2012, pencurian dan perusahaan ritel



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER
02 OF 2012 AGAINST THEFT IN RETAIL COMPANIES
(CASE STUDY OF POLSEK ILIR BARAT I)

Bernika Resvia
502019074

The problem in this study is how to implement Supreme Court Regulation Number
02 of 2012 concerning the crime of theft of basic commaodities in Palembang City
Retail. used in this thesis is a type of empirical normative legal research. The types
of data used in this research are premier data and secondary data. Premier data,
namely data obtained from the results of direct research into the field, in this case
the Ilir Barat | Palembang Police. Secondary materials, namely library research
results. in the retail city of Palembang. Supreme Court Regulation number 02 of
2012 has been implemented by the big city police of Palembang, especially in the
Ilir Barat | sector police area, especially against perpetrators of theft committed at
retail, Supreme Court Regulation (Perma) Number 02 of 2012 concerning
Adjustment of Limits for Misdemeanor Crimes and Numbers in Fines for the
Criminal Code, however, the Supreme Court regulation raises many pro and con
controversies because with this Perma the thieves can protect and make the
perpetrators not frustrated with these sanctions, this makes the owner of the
company very disadvantaged by the perpetrators who often commit theft but are
only caught hands so that even though the development of the victims and the police
cannot enforce the law accordingly. Factors inhibiting the implementation of
Supreme Court Regulation number 2 of 2012 in the Ilir Barat | Sector Police in the
city of Palembang:

In implementing the Supreme Court regulation number 02 of 2012 in the field there
are many obstacles, including not all law enforcement officials understand the
implementation of the supreme court regulations, so law enforcement is still
carrying out the process like an ordinary crime. The Supreme Court regulations
have not been followed up by the Republican Police. Indonesia with implementing
guidelines (JUKLAK) in implementing it so that it creates a different
understanding. The aggrieved party objects to the supreme court regulation,
because it will not create a deterrent effect on the perpetrators of theft in retail or
supermarkets.

Keywords: Perma No. 02 of 2012, theft and retail companies.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan manusia lain
karena merupakan makluk sosial. Semenjak lahir manusia perlu pergaulan
dengan orang lain, sejumlah manusia yang berkumpul dalam suatu pergaulan
disebut juga dengan masyarakat. Di dalam masyarakat setiap manusia
berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian timbul suatu kesadaran pada
diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan
yang harus di taati. Hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan

masyarakat, diatur dalam serangkaian norma.*

Pengetahuan mengenai hukum tidak perlu ragu untuk menyebutnya
sebagai ilmu hukum yang dalam bahasa latin di sebut sebagai sientia iuris. Kata
iuris merupakan bentuk plural dari kata ius yang artinya dalam bahasa Indonesia
hukum di artikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Dari
kata ius itulah kemudian muncul istilah iustitia yang memang artinya keadilan.
Di samping ius, dalam bahasa latin terdapat kata lex yang artinya dalam bahasa
Indonesia Undang-undang, yaitu seperangkat aturan tingkah laku untuk

mengatur ketertiban masyarakat. Thomas Aquinas (2018) menyebutkan macam-

! Fitrotin Jamilah. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Dunia
Cerdas hlm 2.



macam hukum yang ia kemukakan dengan lex Aeterna, Lex Divina, Lex

Naturalis, Lex Humana, bukan ius Aeterna.?

Hukum berasal dari terjemahan bahasa Ingris, yaitu law, sedangkan dalam
bahasa belanda disebut dengan Recht. Donald Black memberi defenisi hukum
sebagai kontrol sosial dalam arti sempit yaitu aturan dan proses sosial yang
mencoba menegakkan . Semua ini adalah contoh kontrol sosial yang cukup jelas
atau setidaknya kontrol sosial yang diupayakan dan kontrol sosial dalam arti luas
adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat
hukum terhadap perilaku tertentu. misalnya, tentang aturan umum mengenai

hukum perbuatan melanggar hukum-®

Hukum berasal dari terjemahan bahasa Ingris, yaitu law, sedangkan dalam
bahasa belanda disebut dengan Recht. Donald Black memberi defenisi hukum
sebagai kontrol sosial dalam arti sempit yaitu aturan dan proses sosial yang
mencoba menegakkan . Semua ini adalah contoh kontrol sosial yang cukup jelas
atau setidaknya kontrol sosial yang diupayakan dan kontrol sosial dalam arti luas
adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat
hukum terhadap perilaku tertentu. misalnya, tentang aturan umum mengenai

hukum perbuatan melanggar hukum

Hukum berbentuk Undang-Undang yaitu hukum tertulis yang merupakan

produk legislatif (perundang-undangan) hasil kerja sama antara pemerintah

2 peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar IImu Hukum. Jakarta: Kencana hlm 8-9
3 Salim. 2010. Pengembangan Teori Dalam Illmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. him 21



dengan parlemen Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk hukum tertulis macam ini
dinamakan Undang-Undang dalam arti formal, yakni hukum tertulis produk
suatu badan legislatif yang melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat. Undang-Undang formal ini dibedakan dari bentuk hukum tertulis
lainnya yang tidak merupakan produk legislatif, hasil kerja sama antara

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Dalam golongan ini termasuk peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
Keputusan Menteri dan produk tertulis lainnya yang berupa keputusan atau surat
edaran Dirjen, Direktur atau Kepala Direktorat dan jawatan atau kantor
lainnya.Selain perundang-undangan kemudian dikeluarkannya juga ketentuan-
ketentuan hukum tertulis oleh Pemerintahan Daerah baik tingkat I maupun

tingkat Aturan-aturan itulah yang disebut hukum.®

Sering kali terjadi kesalahan berfikir, dimana kesalahan yang sering terjadi
adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum baru ada, karena adanya
masyarakat yang terorganisasikan. Padangan seperti ini menafikan keberadaan
hukum pada masyarakat primitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan
semacam ini sangat dipengaruhi oleh kerangka berfikir barat pada masyarakat
modern. Akibatnya, yang disebut hukum menurut padangan semacam ini adalah
suatu aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugaskan untuk

membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana.

4 Mochtar KusumaatmaAtmadja&Avrief Sidharta.Pengantar 1lmu Hukum. 2000. Bandung:
PT. Alumni. him 60
SIbid him 61



Konsekuensinya apabila aturan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak
diimplementasikan oleh suatu kekuasaan yang bersifat formal, aturan itu tidak
dapat disebut hukum, dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan formal
untuk melaksanakan aturan-aturan itu, pada masyarakat tersebut dikatakan tidak

ada hukum, melainkan hanya aturan tingkah laku.®

Pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang
hukum publik. Maksudnya, hukum pidana mengatur hubungan antar manusia
dan antar masyarakat, serta menitikberatkan kepada kepentingan umum atau
hubungan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya
adalah hubungan pribadi atau hubungan privat. Namun, dengan berjalannya
waktu, ada beberapa hal yang berkaitan dan diambil oleh kelompok atau suku.
Kemudian, setelah berdirinya negara, diambil-alih oleh negara dan dijadikan
kepentingan umum. Dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Pasal 344, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang

memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya

Kemudian, setelah berdirinya negara, diambil-alih oleh negara dan
dijadikan kepentingan umum. Dapat Kita lihat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344, bahwa hukum pidana merupakan hukum
yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kali mendengar
kata hukum, bayangan dan pikiran kita langsung menuju kearah sesuatu yang

mengikat perilaku seseorag di dalam masyarakat. di dalamnya, terdapat

6 Salim. Loc.Cit., him 45.



ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh
dilakukan serta akibatnya. Hukum atau aturan di dalam masyarakat disebut

dengan norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi.’

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian
nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini
merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan
paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat,
sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan
restoratif (restorative justice). KUHP kini telah diubah sesuai dengan kondisi
dan situasi. Seperti dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP
telah diubah dengan Perpu No.16 Tahun 1960, dan Perpu No. 18/1960.
Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.2 Tahun 2012 untuk mengatur

batas-batas tindak pidana ringan.®

PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Perma, berdasarkan Undang-
Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi
yang belum diatur dalam undang-undangan, PERMA adalah peraturan yang
berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang

"Fitrotin Jamilah. Op.Cit., him 2
8pengadilan Negeri. “menerbitkan perma”, melalui http://www.pn-palopo.go.id. Diakses
Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 11.00 wib.



Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
271 /IKMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk sebagai upaya penyesuaian terhadap
kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan. Tentang Perubahan
Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271
IKMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Perma Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk sebagai upaya
penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan.
Pertama, tudingan masyarakat terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai

bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas criminal justice system.®

Pada dasarnya, perdagangan ritel adalah perusahaan yang penjualan
barang atau jasa kepada konsumen dalam persatuan atau eceran. Konsumen yang
membeli produk atau layanan ritel ini bertujuan untuk mengkonsumsi atau
menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya, Perusahaan ritel berbeda
dari iklan grosir. Konsumen ritel komersial tidak menjual kembali produk yang
telah mereka beli, sementara konsumen komersial grosir memiliki produk yang
mereka beli. Ini memiliki dampak besar pada harga properti yang ditawarkan di
tingkat ritel dan grosir. Rantai pasokan perusahaan ritel terdiri dari produsen,
grosir, pengecer dan konsumen. Produsen berhubungan langsung dengan bisnis

grosir dan grosir yang dijual di pengecer, kemudian pengecer menjualnya pada

RechtVinding . “Pembentukan Mahkamah Agung”, melalui
http://www.rechtvinding.bphn.go.id. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 11.00 wib.



konsumen yang menggunakan produk secara langsung. Ritel atau eceran adalah
salah satu cara pemasaran produk, meliputi penjualan barang secara langsung ke
konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi atau

orang yang menjalankan bisnis ritel disebut pengecer.°

Ukuran pemberian sanksi berat atau ringannya hukuman seseorang
tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut. Sanksi
tersebut wajib dijalankan oleh seseorang yang melanggar aturan untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian yang diberikan oleh
masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau pun tidak baik sesuai dengan
ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Tolak ukur dari ketentuan-
ketentuan umum dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat secara
umum. Di dalam hukum, ketentuannya meliputi larangan-larangan yang juga
merupakan ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci

agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat.*

Kenyataannya saat sekarang ini kasus-kasus khususnya tindak pidana
ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari
kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi

oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

10 hsbe. “memahami apa itu bisnis ritel”, melalui http://www.hsbc.go.id. Diakses Sabtu 01
Oktober 2022, Pukul 12.00 wib
1 1bid. him 3



Pidana ringan (Tipiring) menurut ketentuan KUHP merupakan perbuatan
pidana yang dikatagorikan sebagai perbuatan yang tidak berbahaya yaitu
perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kasus tipiring ini
umumnya diselesaikan dengan mengunakan pendekatan restoratif justice di

tingkat Kepolisian.

Namun pendekatan restorative justice terkadang dinilai kurang memenuhi
rasa keadilan, baik korban, keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu
Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan peraturan yang bekenaaan dengan
masalah tersebut yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam

KUHP.2?

Menurut saya banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang
yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat,
Contoh penanganan kasus pencurian ringan adalah pencurian sandal jepit milik
polisi AAL dipalu, kasus nenek Minah yang mencuri kakao, dan Rasminah yang
mencuri 6 buah piring. Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang di proses di
pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat
atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan

masyarakat.

12 HukumOnline. “tindak pidana ringan”, melalui http://www.hukumonline.com. Diakses
Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 12.00 wib.



Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-
perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun
sebagaimana di atur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.®

Pencurian bahan pokok yang marak terjadi dan merupakan sasaran empuk
bagi pelaku, karena memiliki nilai ekonomis dan mudah di jual kembali.
Perkembangan perusahaan ritel di indonesia khususnya di Kota Palembang
sangat berkembang, dengan dilihat dari banyaknya bisnis yang melibatkan
penjualan barang atau jasa dalam jumlah satuan atau eceran, seperti supermarket
dan minimarket. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan di Sektor
Polsek Ilir Barat | sering adanya terjadi pencurian bahan- bahan pokok yang
merugikan perusahaan. Faktor yang menjadi tingginya pencurian bahan- bahan
pokok itu sendiri apabila harga bahan-bahan pokok sedang naik. para pelaku
kejahatannya didominasi oleh ibu rumah tangga atau yang tidak mempunyai

pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi
tentang tindak pidana pencurian bahan - bahan pokok di Supermarket atau
Minimarket Sektor Polsek Ilir Barat | melalui penelitian dan pembahasan

terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk

13 Anistia Ratenia Putri Siregar. “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada
Peradilan Pidana”, melalui https://jurnal.usu.ac.id, diakses Sabtu 01 Oktober 2022, pukul 12.00
WIB.
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tulisan yang diberi judul “Implementasi Peraturan mahkamaa agung Nomor 02

Tahun 2012 Terhadap Pencuri bahan-bahan pokok .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun
2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di
Ritel kota palembang?

2. Apakah Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat | kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
1. Ruang Lingkup
a. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat mendukung perkembangan pengetahuan ilmu
hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil
penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai
bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti berikutnya yang
berminat untuk mendalami bidang yang sama.
b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan
pertimbangan bagi Kepolisian Sektor Ilir Barat I.
2. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencurian bahan-bahan
pokok di wilayah Polsek Ilir Barat | Palembang, Sumatera Selatan.

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak
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pidana pencurian bahan-bahan pokok di wilayah Sektor Polsek Ilir

Barat | Palembang, Sumatera Selatan.

. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Polsek

llir Barat | dalam penyidikan tindak pidana pencurian bahan-bahan
pokok di wilayah Sektor Polsek Ilir Barat | Palembang, Sumatera

Selatan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini , kerangka teori ini merupakan landasan teori ata dasar

pemikiran dalam Menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori ini juga

digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan

penelitian seperti,

1.

Implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah
disusun dengan matang dan proses untuk melaksanakan kebijakan
menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.
Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu
program.4

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang
Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah
Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan
penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma

Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada

14 Ripository. “pengertian implementasi ”, melalui http://www.repository.umu.ac.id. Diakses
Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 12.00 wib.
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hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah
2,5 juta tidak dapat ditahan.

3. Pencurian adalah Barang siapa mengambil suatu benda yang.
seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.

4. Retail atau ritel adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan
penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada
konsumen akhir. Barang yang dibeli dari bisnis ritel akan digunakan
konsumen sebagai konsumsipribadi atau keperluan keluarga dan rumah

tangga, bukan untuk dijual kembali.t®

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum normatif empiris.

2. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data
skunder.
a. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke

lapangan dalam hal ini Polsek Ilir Barat | Palembang.

b. Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan (Library

Research).

15 Akseleran“pengeritan,fungsi dan jenis rittel ”, melalui https://www.akseleran.go.id/.
Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 12.00 wib
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3. Tenik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan
tenik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan
Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan
meneliti literatur- literatur yang berhubungan dengan judul.
b. Studi Lapangan
Untuk mendapatkan data premier dengan cara mempelajari dan
meneliti kasus-kasus yang timbul di lapangan yang berhubungan
dengan judul untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi
terkait yakni polsek ilir barat I Palembang.
4. Analsis Data
Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi
baru kemudian di analisis secara kualitatif artinya mengurai data secara
meruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif
sehingga dengan memudahkan untuk interpensi data dan pemahaman hasil.
Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikontruksikan dalam

bentuk kesimpulan.
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F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini di buat dalam 4 (empat ) bab yang disusun sistematika yakni

sebagai berikut.

BAB | : Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan
tujuan penelitian, definisi konseptual, metode penelitian serta
sistematika penulisan.
BAB Il : Tinjauan Pustaka
Beisi tentng tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian tindak
pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis - jenis tindak pidana,
penanggung jawab pidana dan pengertian tindak pidana pencurian.
BAB Il : Pembahasan
Berisi tentang pembahasan implementasi peraturan mahkama agung
nomor 02 tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian bahan pokok
yang ada di kota Palembang serta faktor penghambat pelakasanaan
peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012.
BAB 1V: Penutup
Penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang di jabarkan pada
skripsi ini serta memberikan saran.
DAFTAR PUSTAKA
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